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Pendahuluan



Pengertian Proses Teknokratik

• Perencanaan yang dilakukan oleh perencana profesional, atau olehlembaga/unit organisasi yang secara fungsional melakukanperencanaan -> khususnya dalam pemantapan peran, fungsi dankompetensi lembaga perencana
• Rancangan Teknokratis merupakan suatu proses dalam perencanaanpembangunan daerah yang menggunakan metoda dan kerangkaberpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunandaerah. Pada rancangan teknokratis mulai dilaksanakan kompilasidan analisis secara ilmiah terhadap kondisi dan potensi daerah sertaisu-isu strategis yang dihadapi 5 (lima) tahun kedepan.
• Penyusunan Background Study menjadi dasar dalam penyusunanRancangan Teknokratik
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Tujuan dan Manfaat Rancangan Background Study dan
Rancangan Teknokratik

• Rancangan Background study dan Rancangan Teknokratik RPJMD
menyajikan dan menganalisis data dan fakta dan isu strategis untukdijadikan pijakan penyusunan RPJMD lima tahun ke depan, sehinggapenyusunan RPJMD tidak lagi dimulai dari nol.

• Ketika kepala daerah dilantik, maka tim penyusun RPJMD bisamemanfaatkan draft yang telah ada. Rancangan Teknokratik RPJMDdimaksudkan untuk mempersiapkan draf awal RPJMD tanpa melibatkanunsur politis. Namun, keputusan terakhir tetap berada pada Kepala Daerahterpilih
• Dengan demikian, sesuai dengan amanat UU 23/2014 bahwa penyusunanRPJMD harus selesai enam bulan usai pelantikan kepala daerah, bisadiwujudkan. Sehingga penyusunan RPJMD ke depan tinggal memberikanpenekanan, sesuai dengan visi dan misi kepala daerah.
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Gambaran Tahapan Penyusunan Background Study
RPJMN 2015-2019
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Alur Penyusunan Rancangan
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Perubahan Dari Rancangan Teknoratik RPJMN Ke
Perpres No. 2 Tentang RPJMN 2015-2019



RPJMN 2015-2019
Rancangan Teknoratik – PerPres No. 2/2015 (1/2)

VISI MISI + NAWA CITA PRESIDEN



RPJMN 2015-2019
Rancangan Teknoratik – PerPres No. 2/2015 (2/2)

Rancangan Teknokratik Perpres No. 2 Tahun 20151 Bab I – Pendahuluan 1 Bab I – Pendahuluan
• Meneguhkan kembali Jalan Ideologis; Sistematika2 Bab II – Pencapaian Pembangunan Nasional

• Struktur Visi Misi RPJPN, Pencapaian RPJMN 2005-2009dan 2010-2014 2 Bab II – Kondisi Umum
• Latar Belakang; Permasalahan dan Tantangan

3 Bab III – Lingkungan Strategis
• Geopolitik; Geoekonomi; Bonus Demografi 3 Bab III – Lingkungan Strategis

• Geopolitik; Geoekonomi; Bonus Demografi4 Bab IV – Kerangka Ekonomi Makro
• Kondisi Ekonomi akhir 2014, Prospek Ekonomi 2015-2019,dan Kebutuhan Investasi dan Sumber Pembiayaan 4 Bab IV – Kerangka Ekonomi Makro

• Kondisi Ekonomi akhir 2014, Prospek Ekonomi 2015-2019, danKebutuhan Investasi dan Sumber Pembiayaan5 Bab V – Tema, Kerangka dan Sasaran Pokok RPJMN
2015-2019
• Tema Pembangunan, Kerangka Pembangunan, KeterkaitanRPJPN & RPJMN, Sasaran Pokok Pembangunan

5 Bab V – Kebijakan Pembangunan Nasional
• Visi Misi Pembangunan; Strategi Pembangunan Nasional,  SembilanAgenda Prioritas; Sasaran Pokok Pembangunan Nasional

6 Bab VI – Agenda Pembangunan Nasional
• 6 Bidang (yang disarikan dari 9 Bidang RPJPN) 6 Bab VI – Agenda Pembangunan Nasional

• Nawa Cita7 Bab VII – Kaidah Pelaksanaan 7 Bab VII – Kaidah Pelaksanaan

10BERUBAH KARENA VISI MISI DAN NAWA CITA PRESIDEN TERPILIH



Kebijakan Pembangunan Nasional
VISI – MISI PEMBANGUNAN 9 AGENDA PEMBANGUNAN

STRATEGI PEMBANGUNAN



1. Sasaran Makro
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2. Sasaran Pembangunan Manusia dan Masyarakat
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3. Sasaran Sektor Unggulan (1)
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3. Sasaran Sektor Unggulan (2)
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4. Sasaran Dimensi Pemerataan
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5. Sasaran Pembangunan Wilayah (1)
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5. Sasaran Pembangunan Wilayah (2)
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Sasaran Pembangunan Nasional

• Perubahan dari Rancangan Teknokratik menjadi Perpres berdampakpada sasaran pembangunan nasional, dalam hal:
• Remapping (Pemetaan kembali) disesuaikan dengan Strategi Pembangunan(spt. 3 Dimensi dan Kondisi Perlu)
• Perubahan target sasaran yang sudah ada sebelumnya.
• Penambahan sasaran yang tidak ada sebelumnya (lebih banyak pada sasaranoutput).

• Pembangunan 49 waduk
• Pembangunan 1000 km jalan tol
• Pembangunan sawah baru 1 juta ha
• Reforma agraria 9 juta ha
• Dll.
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Peningkatan Kualitas Perencanaan Background Study
Melalui Integrasi Substansi Perencanaan



PENDEKATAN PENYUSUNAN RKP 2018:
PENAJAMAN SUBSTANSI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
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I. INTEGRASI SUBSTANSI: Pengertian

TahapPersiapan/Perencanaan Tahap Pelaksanaan TahapPengembangan/Monev
 Penetapan Kegiatan di setiap tahapan
 Penetapan Sasaran di setiap tahapan
 Penetapan Indikator di setiap tahapan

Hulu Hilir

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah 2017

Yang telah dilakukan :
• Menterjemahkan Nawacita ke dalam Strategi Pembangunan(Dimensi Pembangunan, Kondisi Perlu dan Faktor PendorongPertumbuhan Ekonomi)
• Menjabarkan strategi pembangunan ke dalam Prioritas Nasional
• Implementasi Arahan Money Follow Program pendekatan

“HITS”
• Menterjemahkan Prioritas Nasional ke dalam ProgramPrioritas beserta sasarannya
• Menterjemahkan Program Prioritas ke dalam KegiatanPrioritas beserta sasarannya dan Penanggungjawabnya.
• Memetakan lokasi pelaksanaan pembangunan.

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah 2018

Yang perlu dilakukan:
• Melakukan “integrasi substansi “ yaitu melakukan penajaman tema atautopik prioritas nasional pembangunan lebih terstruktur dankomprehensif.
• Integrasi Substansi tema atau topik prioritas nasional secaraholisik/komprehensif dari hulu ke hilir
• “Intergrasi substansi” memetakan ke dalam tahapanpersiapan/perencanaan, pelaksanaan dan tahapan pengembangan.
• “Integrasi substansi” menjadi penting untuk dapat memastikan tahapanpersiapan telah berjalan dengan baik sebelum tahapan pelaksanaan. Sertamemastikan tahap persiapan dan pelaksanaan telah berjalan dengan baiksebelum tahap pengembangan.
• Menetapkan kegiatan, sasaran dan indikator di setiap kegiatan.
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I. INTEGRASI SUBSTANSI: Contoh 1
PN: Kedaulatan Pangan, Program Prioritas: Produksi Padi dan Pangan Lainnya

23

Tahapan
Persiapan/Perencanaan :

Tahapan
Pelaksanaan

Tahapan
Pengembangan

1

Perbaikan
statistik
(data dan
informasi)
Pertanian
(Badan Pusat
Statistik,
Kemen.
Pertanian,
dan Badan
Informasi
Geospasial)

2

Pengendalian
konversi
lahan padi dan
sertifikasi
Lahan (PRONA)
- Sertifikasi tanah

pertanian
- Informasi

Geospasial
Tematik (IGT) luas
baku sawah.

(Kemen ATR,
Kemen. Pertanian,
BIG, Pemda)

3

Pencetakan
sawah baru
dan
Perluasan
areal pangan
lain
(Kemen.
Pertanian,
Kemen LHK,
Pemerintah
Daerah)

a b

Survey Calon Petani
Calon Lokasi
- Calon lokasi tidak

tumpang tindih
dengan program/
proyek lain dan atau
program/proyek
sejenis di tahun
sebelumnya.

- Petani ada dan berdomisili
di desa calon lokasi atau
berdekatan dengan calon
lokasi serta berkeinginan
untuk bersawah.

Pencadangan
Lahan Hutan
Untuk
Pertanian
- Air tersedia

cukup untuk
menjamin
pertumbuhan
padi

sekurang-
kurangnya
satu kali
dalam
setahun.

4

Rehabilitas dan Perluasan
Jaringan  Irigasi
Rehabilitasi DAS Hulu,
Pembangunan Waduk
dan Embung
- Jaringan irigasi/drainase

sudah dibangun atau
akan dibangun yang
selesainya bersamaan
dengan selesainya
sawah
dicetak kecuali sawah
tadah hujan.
(Kementan, Kemen.PU
dan Pera, Pemerintah
Daerah)

Pelaksanaan cetak
sawah
- pencetakan sawah

baru, ditujukan
untuk peningkatan
produksi padi.
(Kemen.
Pertanian, Pemda)

d

Optimasi dan
Pemulihan
Kesuburan Lahan
- Pemanfaatan

lahan
rawa/gambut

- Pemanfaatan
lahan di bawah
tegakan hutan

- Teknologi
kesuburan
lahan.

(Kemen.
Pertanian, Kemen
LHK, BPPT)

5 6 8

c
Informasi
Iklim
(BMKG)

Teknologi
peningkatan
Produktivitas
Pertanian
- Intensifikasi

padi
- Penanaman

Padi organik
- Desa pertanian

Organik
(Kemen.
Pertanian,
LAPAN, BPPT,
BATAN, LIPI)

9

Peningkatan
Pengetahuan
dan Ketrampilan
Pertanian
- Pelatihan

Pertanian
Perdesaan

- Penyuluhan
pertanian

- SMK Pertanian
(Kemen.
Pertanian,
Kemen Diknas,
Pemda)

Tahapan  Perencanaan Cetak Sawah Baru

Bantuan alat
dan mesin
pertanian
- Penyaluran

alat
pertanian
(Kemen.
Pertanian)

7

Reformasi subsidi
pupuk dan benih
serta
Pengembangan
Desa Mandiri Benih
- Jumlah pupuk

bersubsidi  yang
disalurkan

- Desa Mandiri
Benih
(KSP, Kemen.
Keuangan
Kemen.

Pertanian)

Hulu Hilir

Hulu Hilir
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PENJABARAN INTEGRASI SUBSTANSI:
HULU-HILIR KEGIATAN PRIORITAS KEDALAM KEGIATAN KEMENTERIAN/LEMBAGA

(WHO DOING WHAT?) (1/2)
T A H A P A N  P E R S I A P A N / P E R E N C A N A A N

Perbaikan statistik
(data & informasi)

Pertanian

Survey Calon Petani
Calon Lokasi

Pencadangan Lahan
Hutan

Untuk Pertanian

Optimasi dan
Pemulihan

Kesuburan Lahan

Informasi IklimPengendalian konversi
lahan padi dan sertifikasi

lahan -PRONA

Kementerian
/Lembaga

Sasaran
Kegiatan

Indikator
Kegiatan
(penentuan

indikator utama
adalah indikator
yang mendukung
Agenda Nawa Cita
(indikator sasaran

umum))

• Badan Pusat
Statistik,
Kementerian
Pertanian dan Badan
Informasi
Geospasial

• Kementerian
Pertanian

• Kementerian LH
dan Kehutanan

• Kemen. Pertanian,
Kemen LHK, BPPT)

• Kemen Agraria dan
Tata Ruang , Kemen.
Pertanian, Badan
Informasi Geospasial,
Pemda

• Luas lahan potensi
cetak sawah baru
(Ha)

Indikator utama :
• Jumlah penetapan

dan desain lokasi
yang layak untuk
cetak sawah baru
dengan
pertimbangan
lokasi dan adanya
petani  per
Provinsi (Jumlah
Provinsi)

• pemanfaatan dan
pencadangan
sumber daya alam
(potensi jasa
regulator air dan
jasa penyimpan air)

Indikator utama :
• Peta Daya Dukung

Daya Tampung
Lingkungan Hidup
per Provinsi (Jumlah
peta)

• Pra sertifikasi lahan
tanah pertanian kepada
petani

Indikator utama :
• Jumlah sertifikasi  lahan

pertanian (ribu persil)

Indikator pendukung:
• Jumlah review audit

lahan (dok)
• Verifikasi luas baku

lahan sawah  provinsi
(Jumlah Provinsi)

• Informasi iklim
yang akurat untuk
mendukung
pertanian.

Indikator utama :
• Model perkiraan

iklim dengan
resolusi 10 km
(jumlah model)

• Layanan informasi
iklim per provinsi
dengan tingkat
akurasi 65%-75%
(Jumlah Provinsi)

- Pembangunan
waduk/bendungan, embung,
jaringan irigasi serta
rehabilitasi jaringan irigasi dan
irigasi tersier untuk
mendukung sasaran
kedaulatan pangan

Indikator utama :
• Pembangunan waduk

/bendungan (jumlah waduk)
• Rehabilitasi dan

pembangunan jaringan itigasi
tersier  (Ha)

• Pembangunan jaringan irigasi
baru (Ha)

• Pembangunan embung (Ha)
• Rehabilitasi  jaringan irigasi

(Ha)

• Satu referensi data
dan peta  untuk
perencanaan di
bidang pertanian (one
data dan one map
policies)

Indikator utama :
• Data produksi sawah

dan pangan lainnya
per provinsi (Ton)

• Peta potensi cetak
sawah per Provinsi.
(peta Provinsi)

Indikator Pendukung :
• Data lainnya di

bidang pertanian
(fokus  statistik
produksi, konsumsi,
harga, usaha tani)

TAHAPAN PELAKSANAAN
Rehabilitas dan Perluasan Jaringan

Irigasi Rehabilitasi DAS Hulu,
Pembangunan Waduk  dan Embung

• BMKG • Kementan, Kemen.PU dan
Pera, Pemerintah Daerah

Indikator utama :
• Luas Pemanfaatan

lahan rawa/gambut
(Ha)

• Luas Pemanfaatan
lahan di bawah
tegakan hutan (Ha)

• Teknologi kesuburan
lahan (Unit)

• Pemanfaatan lahan
rawa/gambut

• Pemanfaatan lahan
di bawah tegakan
hutan

• Teknologi kesuburan
lahan.

KEGIATAN
PRIORITAS

Upaya pencapaian swasembada dapat dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu
1) intensifikasi dengan peningkatan Indeks Pertanaman (IP), provitas sawah-sawah eksisting; dan
2) penambahan baku lahan sawah (cetak sawah baru)

Bagian tahapan dengan background warna biru merupakan tahapan yang dilakukan apabila peningkatan produksi padi dan pangan lainnya dilakukan
melalui penambahan baku lahan sawah (cetak sawah baru).

Pencetakan sawah baru dan
Perluasan areal pangan lain

pelaksanaan
cetak

sawah baru

CONTOH
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PENJABARAN INTEGRASI SUBSTANSI:
HULU-HILIR KEGIATAN PRIORITAS KEDALAM KEGIATAN KEMENTERIAN/LEMBAGA

(WHO DOING WHAT?) (2/2)

Bantuan alat dan
mesin pertanian

Reformasi subsidi pupuk dan
benih serta Pengembangan Desa

Mandiri Benih

Peningkatan Pengetahuan
dan Ketrampilan Pertanian

Teknologi peningkatan
Produktivitas Pertanian

Kementerian
/Lembaga

Sasaran
Kegiatan

Indikator
Kegiatan
(penentuan

indikator utama
adalah indikator
yang mendukung
Agenda Nawa Cita
(indikator sasaran

umum))

• Kementerian
pertanian

• Kementerian
keuangan, KSP,
Kementerian
Pertanian

• Kemen. Pertanian, Kemen
Diknas, Pemda

• Kemen. Pertanian, LAPAN,
BPPT, BATAN, LIPI

• Tersalurkannya subsidi pupuk
dan benih pertanian untuk
mendukung peningkatan
produksi padi dan pangan
lainnya.

• Terbangunnya Desa Mandiri
Benih

Indikator utama :
• Jumlah pupuk dan benih yang

tersalurkan (ton)
• Jumlah Desa MandiriBenih

(desa)

• Penerapan teknologi tepat
guna pertanian untnuk
meningkatkan produktivitas
pertanian.

Indikator utama :
• Jumlah penanaman padi

organik (Ha)
• Intensifikasi padi dan

pangan lainnya (Ha)
• Jumlah desa pertanian

organik (desa)

• Tersedianya alat
pertanian  untuk
mendukung
peningkatan produksi
padi dan pangan
lainnya.

Indikator utama :
• Jumlah alat

pertanian yang
disalurkan (unit)

TAHAPAN PELAKSANAAN

Indikator utama :
• Jumlah Sertifikasi profesi di

bidang pertanian (jumlah
orang)

• Jumlah Penyelenggaraan
penyuluhan di bidang
pertanian (Unit Badan
Penyuluhan Pertanian di
Kecamatan)

• Bantuan Praktek di Bidang
Pertanian untuk SMK
Pertanian (jumlah siswa)

• Meningkatnya ketrampilan
dan pengetahuan petani di
bidang pertanian

KEGIATAN
PRIORITAS

Tujuan Integrasi Substansi adalah untuk melihat keterpaduan dan keterhubungan dilihat dari:
• Kegiatan (Keterkaitan satu kegiatan dgn kegiatan lainnya (dari hulu sampai dengan hilir)
• Sasaran (Sasaran yang saling mendukung antar kegiatan. Pencapaian sasaran pada tahapan sebelumnya menjadi dasar pelaksanaan kegiatan

selanjutnya untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan).
• Indikator (Indikator yang jelas dan terukur)

TAHAPAN PENGEMBANGAN What Next ?
Integrasi substansi juga dilakukan dengan Program
Prioritas lainnya di Kedaulatan Pangan :
1. Peningkatan Mutu Pangan, Kualitas Konsumsi Pangan

dan Gizi Masyarakat. {Misal : Integrasi dengan Tahap
Pengembangan}

2. Kelancaran Distribusi Pangan dan Akses Pangan
Masyarakat. {Misal : Integrasi dengan Tahap
Pelaksanaan}

3. Penanganan Gangguan terhadap Produksi Pangan.
{Misal : Integrasi dengan Tahap Pengembangan}

Penetapan secara spasial (Provinsi/Kabupaten /Kota)
sebagai lokasi peningkatan produksi padi dan pangan
lainnya serta sasaran utama dan sasaran perkegiatan.
Contoh :
Kedaulatan Pangan Provinsi Sumatera Selatan
Sasaran Utama/Umum :
Peningkatan Produksi Padi : 12,8 juta ton
Pembangunan Waduk/Bendungan Waduk Komering II
Sasaran Kegiatan :
Cetak Sawah Baru :  13,700 Ha sawah baru
Desa Mandiri Benih : 125 desa mandiri benih
Bantuan praktek pertanian : 521 siswa SMK Pertanian
dan seterusnya.

CONTOH
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II. INTEGRASI SPASIAL:
Kesiapan secara Spasial
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II. INTEGRASI SPASIAL:
Keterkaitan Fungsional Lokasi dari Kegiatan dan Sasaran

Tujuan Integrasi Spasial

• Menjabarkan sasaran nasional ke daerah(Provinsi, Kabupaten dan Kota).
• Memastikan seluruh proses tahapan yang telahdisusun dari hulu ke hilir terlaksana di setiaplokasi (khususnya daerah yang menjadi lokasicetak sawah baru).
• Jika ada satu tahapan yang terlewatkan di daerahlokasi cetak sawah baru, maka akan lebih mudahdiketahui sehingga beberapa permasalahandapat dihindari, misalnya :

• Dilakukannya pembangunan waduk atau bendungan,
sementara di lokasi tersebut tidak ada rencana
pengembangan sawah (tidak memiliki potensi jasa
regulator air dan  jasa penyimpan air atau tidak ada
calon petani).

• Peningkatan penyaluran alat pertanian dan subsidi
benih, sementara di lokasi tersebut pembangunan
bendungan/waduk dialihkan, ditunda atau belumm
selesai dibangun.

• Sementara daerah yang bukan lokasi cetaksawah baru hanya perlu dipastikan pelaksanaankegiatan pada tahapan-tahapan berikutnya.
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Masukan Background Study RPJMD  Prov. DI.Yogyakarta
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Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Dalam Berbagai
Skenario Pembangunan

Provinsi
Distribusi PDRB Terhadap Jumlah PDRB 34 Provinsi ADHB Menurut Provinsi (Persen)

2010 2011 2012 2013 2014 2015
SUMATERA 22.4 22.9 23.1 23.0 23.0 22.2
JAWA 57.3 56.7 56.7 57.1 57.4 58.3
DKI JAKARTA 15.7 15.6 15.8 16.1 16.5 17.0
JAWA BARAT 13.2 13.1 13.0 13.1 13.0 13.1
JAWA TENGAH 9.1 8.9 8.7 8.6 8.7 8.7
DI YOGYAKARTA 0.94 0.91 0.89 0.88 0.87 0.87
JAWA TIMUR 14.4 14.3 14.4 14.4 14.4 14.5
BANTEN 3.95 3.91 3.90 3.93 4.01 4.10
BALI -NUSTRA 3.0 2.8 2.8 2.8 2.9 3.1
KALIMANTAN 9.4 9.9 9.7 9.3 8.8 8.2
SULAWESI 5.2 5.2 5.4 5.5 5.7 5.9
MALUKU-PAPUA 2.7 2.4 2.4 2.3 2.3 2.4
TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Distribusi PDRB Terhadap Jumlah PDRB 34 Provinsi
Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Provinsi (Persen)

Distribusi PDRB Wilayah Jawa terhadap Jumlah PDRB 34 Provinsi meningkat lima
tahun terakhir, sementara kontribusi Provinsi D.I Yogyakarta terhadap

perekonomian nasional juga mengalami penurunan...

Perkembangan dan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi 2010-2019

1. Perlu dilakukan proyeksi pertumbuhan ekonomi D.I. Yogyakarta dalam berbagai skenario pembangunan.- Dalam background study dijabarkan proyeksi pertumbuhan ekonomi yang menurun (hal.370), sementara dalam perhitungankebutuhan investasi (hal 386) digunakan target pertumbuhan ekonomi yang meningkat.

Proyeksi Pertumbuhan ekonomi Prov. D.I Yogyakarta perlu ditargetkan tumbuh
meningkat untuk mendorong peningkatan distribusi PDRB Prov.DI. Yogyakarta

terhadap Nasional.
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Identifikasi Sektor-Sektor Pendorong Peningkatan PDRB (1/2)

2.   Perlu dilakukan  identifikasi sektor-sektor pendorong peningkatan PDRB serta lokasi sektor tersebut dapat dikembangkan.- Terdapat 8 (delapan) sektor yang memiliki kontribusi besar pembentukan PDRB Prov. D.I Yogyakarta yang mencakup lebih dari75 persen kontribusi terhadap PDRB Prov. DI.Yogyakarta
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Identifikasi Sektor-Sektor Pendorong Peningkatan PDRB (2/2)

Dari  8 (delapan) sektor yang memiliki kontribusi besar pembentukan PDRB Prov. D.I Yogyakarta tersebut, terdapat dua sektoryaitu sektor pertanian, kehutanan dan perikanan serta sektor industri penggalian yang mengalami pertumbuhan sektor yangfluktuatif. Sementara sektor lainnya cenderung stabil.
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Provinsi Ratio GiniSeptember 2015 Ratio GiniMaret 2016 PerbandinganSept 15-Mar16Aceh 0.339 0.333 MenurunSumatera Utara 0.326 0.319 MenurunSumatera Barat 0.319 0.331 MeningkatRiau 0.366 0.347 MenurunJambi 0.344 0.349 MeningkatSumatera Selatan 0.334 0.348 MeningkatBengkulu 0.371 0.357 MenurunLampung 0.352 0.364 MeningkatBangka Belitung 0.275 0.275 Tidak BerubahKepulauan Riau 0.339 0.354 MeningkatDKI Jakarta 0.421 0.411 MenurunJawa Barat 0.426 0.413 MenurunJawa Tengah 0.382 0.366 Menurun
DI Yogyakarta 0.420 0.420 Tidak BerubahJawa Timur 0.403 0.402 MenurunBanten 0.386 0.394 MeningkatBali 0.399 0.366 MenurunNusa Tenggara Barat 0.360 0.359 MenurunNusa Tenggara Timur 0.348 0.336 MenurunKalimantan Barat 0.330 0.341 MeningkatKalimantan Tengah 0.300 0.330 MeningkatKalimantan selatan 0.334 0.332 MenurunKalimantan Timur 0.315 0.315 Tidak BerubahKalimantan Utara 0.314 0.300 MenurunSulawesi Utara 0.366 0.386 MeningkatSulawesi Tengah 0.370 0.362 MenurunSulawesi Selatan 0.404 0.426 MeningkatSulawesi Tenggara 0.381 0.402 MeningkatGorontalo 0.401 0.419 MeningkatSulawesi Barat 0.362 0.364 MeningkatMaluku 0.338 0.348 MeningkatMaluku Utara 0.286 0.286 Tidak BerubahPapua Barat 0.428 0.373 MenurunPapua 0.392 0.390 Menurun
INDONESIA 0.402 0.397 Menurun

Proyeksi Penurunan Rasio Gini

3. Perlu dilakukan proyeksi terhadap penurunan rasio gini Provinsi. DI. Yogyakarta- Rasio gini Prov. D.I Yogyakarta cukup tinggi berada diatas rata-rata nasional.Sehingga perlu dilakukan proyeksi penurunan rasio gini secara berkala dan
realistis untuk dicapai.- Rasio gini Prov. D.I Yogyakarta dalam background  study Prov. D. I Yogyakartadiproyeksikan meningkat (hal 400). Sementara pada penetapan targetIndikator Kinerja Utama (IKU) Gubernur D.I. Yogyakarta tahun 2015, IndeksKetimpangan Pendapatan diproyeksikan menurun sangat signifikan (0,28).- Secara nasional, Rasio Gini diproyeksikan menurun sampai pada level 0,36pada tahun 2019.
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Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kabupaten/Kota DI Yogyakarta Tahun 2015

Kabupaten/Kota AHH (tahun) HLS (tahun) RLS (tahun) Pengeluaran (Rp.000) IPM
2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015

Kulonprogo 74.90 75.00 13.27 13.55 8.20 8.40 8,480 8,688 70.68 71.52
Bantul 73.24 73.44 14.62 14.72 8.74 9.08 13,921 14,320 77.11 77.99
Gunung Kidul 73.39 73.69 12.82 12.92 6.45 6.46 8,235 8,336 67.03 67.41
Sleman 74.47 74.58 15.64 15.77 10.28 10.30 14,170 14,562 80.73 81.2
Kota Yogyakarta 74.05 74.25 15.97 16.32 11.39 11.41 16,755 17,317 83.78 84.56
DIY 74.50 74.68 14.85 15.03 8.84 9.00 12,294 12,684 76.81 77.59

Pengurangan Kesenjangan IPM Intrawilayah Prov.DI.Yogyakarta

4.   Penurunan kesenjangan IPM Intrawilayah Prov. D.I Yogyakarta melalui proyeksiakselerasi peningkatan beberapa komponen pembentuk IPM yang masih rendah.- Nilai IPM Prov.DI.Yogyakarta secara nasional sangat baik dan berada diatasrata-rata nasional. Namun demikian, beberapa kabupaten di pesisir selatanmemiliki nilai IPM yang rendah.- Jika dibandingkan secara detail pembentuk komponen IPM berdasarkanKabupaten/Kota maka terlihat bahwa Kab.Kulonprogo dan Kab.Gunungkidulperlu memperoleh dukungan dalam hal pendidikan dan peningkatanpendapatan perkapita.
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Pendekatan Perumusan Isu Strategis Berdasarkan Kewilyahan

Indikator 2015
Pertumbuhan Ekonomi 5,16
Tingkat Kemiskinan 8,75
Tingkat Pengangguran 5,52

Kota Yogyakarta

Indikator 2015
Pertumbuhan Ekonomi 5,31
Tingkat Kemiskinan 9,46
Tingkat Pengangguran 5,37

Kab. Sleman

Kab. Kulon Progo
Indikator 2015

Pertumbuhan Ekonomi 4,64
Tingkat Kemiskinan 21,40
Tingkat Pengangguran 3,72 Indikator 2015

Pertumbuhan Ekonomi 5,00
Tingkat Kemiskinan 16,33
Tingkat Pengangguran 3,00

Indikator 2015
Pertumbuhan Ekonomi 4,81
Tingkat Kemiskinan 21,73
Tingkat Pengangguran 2,90

Kab. Bantul Kab. Gunungkidul

Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Kemiskinan Dan Tingkat Pengangguran Kab/Kota
Di Provinsi D. I Yogyakarta Tahun 20155. Perumusan permasalahan tidak hanya berhentipada perumusan berdasarkan bidang urusannamun berdasarkan kewilayahan (berdasarkankabupaten/kota yang ada di Prov. D.I Yogyakarta)- Perlu adanya perumusan permasalahan  berdasarkanwilayah (tiap-tiap Kota dan Kabupaten) dan bersifatlintas sektoral meliputi :1. Sasaran lima tahun indikator makro2. Tema Pembangunan per Kab/Kota3.  Kebijakan dan strategi pembangunanuntukkawasan-kawasan cepat tumbuh dan

affirmative action untuk desa/kecamatan tertinggal.Contoh :
Kota Yogyakarta :Diarahkan  untuk mendukung sektor jasa, pendidikan dan pariwisata
Kab.Sleman :Diarahkan  untuk mendukung sektor jasa, dan pendidikan
Kab. GunungkidulDiarahkan  untuk mendukung sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata
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Plus Minus Fokus Wilayah Atau Sektor

FOKUS MUATAN PLUS MINUS
BIDANG ATAU
SEKTOR

Target ditetapkan secara nasional
menurut bidang

Adanya kesepakatan bersama
seluruh K/L

Kurang memahami perbedaan target
provinsi

K/L menetapkan program untuk
mencapai target

K/L dapat menetapkan program di
setiap daerah

Tidak seluruh K/L  memahami kondisi
daerah sehingga program tidak efektif
mengatasi masalah di daerah

Pagu Anggaran ditetapkan menurut
K/L

K/L bebas mengalaokasi kan
program menurut daerah

Alokasi K/L seringkali tidak sesuai dengan
permasalahan dan kebutuhan daerah

Daerah menunggu dan
menyesuaikan program dari K/L

Koordinasi dan kendali oleh K/L Proses Musrenbang tidak optimal

WILAYAH Target nasional dirinci menurut
provinsi

Target menjadi lebih tajam dan
nyata

Target terlalu rigid

K/L menetapkan program untuk
mencapai target di setiap provinsi

Program K/L menjadi lebih terukur,
jelas dan nyata

Perlu perombakan cara kerja K/L dengan
memperhatikan wilayah

Pagu Anggaran ditetapkan menurut
K/L dan Provinsi

Alokasi anggaran lebih tajam dan
akurat untuk mencapai tujuan dan
sasaran daerah

Perlu perombakan format APBN

Seluruh K/L memastikan program di
setiap provinsi

Adanya penguatan sinergitas
antarK/L

Perlu perombakan mekanisme
Musrenbang
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Analisis Terhadap Kegiatan Strategis Dalam RPJMN 2015-2019

6. Dalam background study belum terdapat analisissecara konkrit mengenai kegiatan-kegiatan strategisyang ada di RPJMN 2015-2019 untuk wilayahProvinsi DI. Yogyakarta.Hal ini diperlukan agar terjadi sinergi terkaitdengan perencanaan di pusat dengan dukungandaerah atau integrasi dengan perencanaan didaerah.Sebagai contoh : Rencana pembangunan wadukperlu dianalisis berapa potensi cetak sawah yangakan dihasilkan dan integrasi dengan rencanapembangunan atau rehabilitasi jaringan irigasi yangdibiayai oleh daerah.
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PENUTUP



PENUTUP

• Penyusunan Background Study menjadi modal awal yang penting dalam penyusunan Rancangan Teknokratik
RPJMD sebelum disusunnya Rancangan Awal RPJMD. Background Study yang disusun diharapkan tidak
hanya menyajikan permasalahan di setiap bidang pembangunan, namun sedapat mungkin dapat
memberikan gambaran awal terhadap isu strategis daerah yang harus segera diselesaikan.

• Permasalahan dan isu strategis tidak hanya cukup disusun dalam koridor bidang pembangunan saja, namun
juga mencakup permasalahan dan isu strategis yang ada di tiap wilayah (Kabupaten dan Kota) yang ada di
wilayah tersebut. Identifikasi potensi, permasalahan, tantangan dan isu strategis per wilayah (Kabupaten
dan Kota) akan menjadi dasar dalam penentuan tema dan sasaran pembangunan untuk mendukung
pencapaian secara agregat pembangunan Provinsi sekaligus menjadi dasar acuan dalam penyusunan RPJMD
Kabupaten dan Kota.

• Selain permasalahan dan isu strategis, kedalaman pembahasan dalam background study juga meliputi
proyeksi berbagai sasaran pembangunan di berbagai bidang yang akan dicapai selama lima tahun ke depan
dengan mempertimbangkan hasil evaluasi pencapaian pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya.

• Pendekatan substansi perencanaan Holistik-Integratif, Tematik dan Spasial yang menjadi dasar
pelaksanaan kebijakan money follow program tetap menjadi dasar penyusunan mulai dari penyusunan
Background Study, Rancangan Teknokratik sampai dengan Dokumen Rencana Pembagunan Jangka
Menengah Daerah.
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